WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah maka
diperlukan penguatan struktur permodalan melalui
penyertaan modal dari Pemerintah Kota Cirebon pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Cirebon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa
penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal,

c. bahwa penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Cirebon dilaksanakan sebagai
upaya untuk pemenuhan modal dasar yang diharapkan
sampai dengan tahun 2020, modal dasar Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon mencapai
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaaan dan Pengawasan
Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang
Dipisahkan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan = Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2008
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi
Ciremai Kota Cirebon, dan Perseroan Terbatas Bank Jabar
Banten Cabang Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 11 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri
A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

Menetapkan :

dan
WALIKOTA CIREBON
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON

PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK CIREBON.

Pasal 1

(1) Pemerintah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal
pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebesar
Rp11.849.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh sembilan
juta rupiah).



(2)

(3)

(4)

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah
dilaksanakan sebelumnya.

Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon adalah
sebesar Rp8.151.000.000,00 (delapan milyar seratus lima puluh satu juta
rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan
Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon dan Perseroan Terbatas Bank
Jabar Banten Cabang Cirebon bahwa akumulasi Penyertaan Modal
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon sebesar
Rp4.651.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta
rupiah);

b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima
ratus juta rupiah);

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan pelaksanaaan Peraturan Daerah ini sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dibebankan pada :

a.

b.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2015 sebesar Rp3.849.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh
sembilan juta rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar Rp20.000.000.000,00
(dua puluh milyar rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon dilakukan
menurut peraturan perundang-undangan.



Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Juli 2014
WALIKOTA CIREBON,
ttd,
ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 8 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(73 /2014)



